
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  adanya  penyesuaian  terhadap

perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun  2019-2024 dan

berdasarkan  hasil  pengendalian  dan  evaluasi   atas

Peraturan Daerah Kota  Batu  Nomor  3  Tahun 2018

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah

Daerah  Kota  Batu  Tahun  2017-2022  tidak  sesuai

dengan  perkembangan  keadaan  atau  penyesuaian

terhadap kebijakan Pemerintah Pusat;

b. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  264

ayat  (5) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014

tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah

beberapa  kali  diubah, terakhir  dengan  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 8

Peraturan Daerah Kota  Batu  Nomor 3  Tahun 2018

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah

Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud  dalam huruf  a  huruf  dan huruf  b, perlu

menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah

Kota Batu Tahun 2017-2022;

SALINAN
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Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2001  tentang

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun  2001  Nomor  91,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang

Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004

Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)

sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir

dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015

tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015

Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang

Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan

Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2022  Nomor  44,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun

2017 tentang Tata  Cara Perencanaan,  Pengendalian

dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara

Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,

serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan

Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan

Jangka  Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);
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9. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  1

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

10. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  5

Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah

Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa  Timur  2012  Nomor  3  Seri  D,   Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

11. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  3

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  2014

Nomor  3  Seri  D,  Tambahan  Daerah  Provinsi  Jawa

Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  1

Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Peraturan

Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  3  Tahun 2014

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah

Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2014-2019

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2017 Nomor 1

Seri  D,  Tambahan Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa

Timur Nomor 71);

12. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  7

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  94)  sebagaimana  telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas

Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  7

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  2021

Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 105);

13. Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  7  Tahun 2011

tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Batu

Tahun  2010-2030  (Lembaran  Daerah  Kota  Batu

Tahun 2011 Nomor 5/E);

14. Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  4  Tahun 2012

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang
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Daerah  Kota  Batu  Tahun  2005-2025  (Lembaran

Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);

15. Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  3  Tahun 2018

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah

Daerah  Tahun  2017-2022  (Lembaran  Daerah  Kota

Batu Tahun 2018 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Batu Nomor 138-3/2018);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALI KOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA  PEMBANGUNAN  JANGKA  MENENGAH
DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu

Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Rencana  Pembangunan

Jangka Menengah Daerah  Kota Batu  Tahun 2017-2022

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 3/D,

Tambahan  Lembaran  Daerah Kota  Batu  Nomor  138-

3/2018), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab,

yakni  BAB  VA dan  di antara  Pasal  8 dan  Pasal  9

disisipkan 1  (satu)  Pasal,  yakni  Pasal  8A,  sehingga

berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8A

(1) Dokumen  Perencanaan  dan  Penganggaran  Tahun

2021-2022 yang telah ada sebelum Peraturan Daerah

ini  berlaku  merupakan  bagian  yang  mengisi  dan

melengkapi  dengan  Perubahan  RPJMD berdasarkan

ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam  hal  RPJMD  Tahun  2017-2022  berakhir,
penyusunan  dan  perumusan  RKPD Tahun  berjalan
berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD
Tahun 2023-2026.
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(3) RKPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
digunakan sebagai acuan untuk menyusun Kebijakan
Umum  Anggaran  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran
Sementara.

2. Lampiran  diubah,  sehingga  berbunyi  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan  Daerah  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 28 November 2022

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO
Diundangkan di Batu
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 5/D
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR

184-5-2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum

Setda Kota Batu

${ttd}

Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk.1

NIP. 19761005 200003 2 001
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BATU

TAHUN  2017-2022

I. UMUM
Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor 3  Tahun  2018  tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu  Tahun
2017-2022,  merupakan  visi  misi  Kepala  Daerah   sesuai  dengan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah.

Visi Pembangunan Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022 adalah
“Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra
Agrowisata  Internasional  yang  Berkarakter,  Berdaya  Saing  dan
Sejahtera’’.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor
23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah
beberapa  kali  diubah, terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  mengatur  bahwa
RPJMD dapat  diubah apabila  berdasarkan hasil  pengendalian dan
evaluasi  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan  atau
penyesuaian  terhadap  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah
Pusat.  Disamping  itu  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  8 Peraturan
Daerah  Kota  Batu  Nomor 3  Tahun  2018  tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kota  Batu  Tahun  2017-
2022 mengatur  bahwa  Perubahan  RPJMD  ditetapkan  dengan
Peraturan  Daerah,  serta  ketentuan  Pasal  342  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja
Pemerintah  Daerah,  mengatur  bahwa  Perubahan  RPJMD  dapat
dilakukan  apabila  hasil  pengendalian  dan  evaluasi  menunjukan
bahwa proses perumusan,  tahapan,  tidak sesuai  dengan tata cara
penyusunan rencana Pembangunan Daerah.
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Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  materi  penyusunan
Perubahan  RPJMD  Pemerintah  Kota  Batu  Tahun  2017-2022,
mencakup:
1. Penyesuaian  terhadap substansi  kebijakan nasional  yang  telah

ditetapkan.
2. Penyesuaian mengenai  Klarifikasi,  Kodefikasi,  dan Nomenklatur

Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  disamping
adanya perampingan Organisasi Perangkat Daerah.

3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana tertuang
dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi,
potensi dan amanat dari regulasi.

Atas  dasar  pertimbangan tersebut,  maka RPJMD Pemerintah  Kota
Batu Tahun 2017-2022 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan
selanjutnya  dijadikan  pedoman  dalam  penyusunan  Perubahan
Renstra  Perangkat  Daerah.  Pelaksanaan  Perubahan  RPJMD
dijabarkan lebih lanjut kedalam RKPD sebagai dokumen perencanaan
tahunan Pemerintah Kota Batu yang memuat Program Prioritas dan
Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 5/D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 184-
5/2022
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